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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 
 

NOMOR  13 TAHUN 2010 
 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 
 

NOMOR  13  TAHUN 2010 
 

TENTANG 
 

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PURBALINGGA, 
 

Menimbang : a.  bahwa dalam upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas, 
akuntabilitas serta dalam rangka merespon dinamika 
perkembangan masyarakat dan penyelenggaraan 
pemerintahan, dan dengan mendasarkan ketentuan 
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah, maka Organisasi dan 
Tata Kerja Dinas-dinas Daerah sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten 
Purbalingga, perlu disesuaikan; 

  b.  bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a,  perlu  menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Daerah Kabupaten Purbalingga; 

  
Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 

2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 
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3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5 Peraturan Pemerintah  Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;  

6 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

8 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2007 Nomor 89. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

9 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007  tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-undangan; 

10 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah 
Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11); 
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Dengan  Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA 

 

dan 
 

BUPATI PURBALINGGA 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN 
TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN 
PURBALINGGA. 

 
BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat 
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah. 

4. Bupati adalah Bupati Purbalingga. 
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA 

adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga. 
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA 

adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga. 
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten 

Purbalingga 
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten  

Purbalingga. 
9. Dinas Sosial, Tenaga Kerja  dan Transmigrasi yang 

selanjutnya disebut DINSOSNAKERTRAN adalah Dinas 
Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten 
Purbalingga. 

10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang 
selanjutnya disebut DINPENDUKCAPIL adalah Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Purbalingga. 

11. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang 
selanjutnya disebut DINHUBKOMINFO adalah Dinas 
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten 
Purbalingga. 
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12. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut  DPU adalah Dinas 
Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga. 

13. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi yang selanjutnya disebut 
DINPERINDAGKOP adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan 
Koperasi Kabupaten Purbalingga. 

14. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga yang selanjutnya 
disebut DINBUD PARPORA adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda 
dan Olah Raga Kabupaten Purbalingga. 

15. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang 
selanjutnya disebut DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purbalingga. 

16. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut 
DINTANBUNHUT  adalah Dinas Pertanian, Perkebunan  dan Kehutanan 
Kabupaten Purbalingga. 

17. Dinas Peternakan dan Perikanan yang selanjutnya disebut DINNAKAN 
adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga. 

18. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit 
Pelaksana Teknis  Dinas Kabupaten Purbalingga. 

19. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung 
jawab, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalan suatu satuan 
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan 
atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. 

20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kumpulan Jabatan Fungsional yang 
terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang 
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya. 

 
BAB  II 

PEMBENTUKAN 
 

Pasal 2 
 

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah. 
 
(2) Dinas-dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 

1. Dinas Pendidikan. 
2. Dinas Kesehatan. 
3. DINSOSNAKERTRAN. 
4. DINPENDUKCAPIL. 
5. DINHUBKOMINFO. 
6. DPU. 
7. DINPERINDAGKOP. 
8. DINBUDPARPORA.  
9. DPPKAD. 
10. DINTANBUNHUT. 
11. DINNAKAN. 
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BAB III 
DINAS PENDIDIKAN 

 
Bagian Kesatu 

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 
 

Pasal 3 
 

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang 
melaksanakan tugas dibidang pendidikan yang dipimpin oleh seorang Kepala 
Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui 
SEKDA. 

 
Pasal 4 

 
Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan  penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dibidang pendidikan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan 
oleh Bupati. 

 
Pasal 5 

 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas 
Pendidikan mempunyai fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan; 
b. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan; 
c. pelaksanaan kurikulum; 
d. pelaksanaan pengawasan pendidikan; 
e. pelaksanaan evaluasi hasil belajar; 
f. pelaksanaan peningkatan profesionalisme tenaga pendidikan; 
g. pelaksanaan pembinaan kepegawaian  tenaga fungsional pendidikan; 
h. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan tugas 

pokoknya; 
i. pelaksanaan program, pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, 

perlengkapan, surat-menyurat, rumah tangga dan ketatausahaan lainnya; 
j. pelaksanaan pembinaan UPTD; 
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 

 
Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 
 

Pasal 6 
 

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari : 
a. Kepala Dinas. 
b. Sekretariat, terdiri dari : 

1. Subbang Program dan Pelaporan; 
2. Subbagian Keuangan; 
3. Subbagian Umum. 
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c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan  Pendidikan Non Formal, terdiri 
dari : 
1.  Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; 
2. Seksi Pendidikan Non Formal. 

d. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari : 
1. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar; 
2. Seksi Kesiswaan Pendidikan Dasar; 
3. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar. 

e. Bidang  Pendidikan Menengah, terdiri dari : 
1. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah;  
2. Seksi Kesiswaan Pendidikan Menengah; 
3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah. 

f. Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan, terdiri dari : 
1. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan PAUD dan PNF; 
2. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Dasar; 
3. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Menengah. 

g. UPTD; 
h. Kelompok Jabatan Fungsional. 
 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud  pada ayat (1), dipimpin oleh seorang 
Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 
Dinas Pendidikan. 

 

(3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Sekretaris. 

(4) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin 
oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

(5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Kepala Bidang masing-masing. 

(6) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan 
Daerah ini. 

BAB IV 
DINAS KESEHATAN 

 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 

 

Pasal 7 
 

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang 
melaksanakan tugas  dibidang Kesehatan  yang dipimpin oleh seorang Kepala 
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Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui 
SEKDA. 

 
Pasal 8 

 
Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dibidang kesehatan  berdasarkan kebijakan yang ditetapkan 
oleh Bupati. 

 
Pasal 9 

 
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dinas 
Kesehatan mempunyai fungsi : 
a. penyusunan rencana kegiatan, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi 

program pengamatan penyakit, pencegahan dan pemberantasan penyakit 
menular langsung dan tidak langsung serta imunisasi; 

b. penyusunan rencana teknis pembinaan pelayanan kesehatan, pemantapan 
dan evaluasi kegiatan pengobatan, kesehatan ibu dan anak, rehabilitasi 
kesehatan serta akreditasi perizinan; 

c. penyusunan rencana, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta 
pengawasan obat dan zat adiktif lainnya,  

d. pengawasan makanan dan minuman, perencanaan dan evaluasi, penyediaan, 
penyaluran dan penyimpanan obat; 

e. pembinaan umum di bidang kesehatan promotif  yang meliputi penanganan 
masalah gizi, penyuluhan kesehatan masyarakat, bimbingan pengobatan 
tradisional, peningkatan peran serta masyarakat di bidang kesehatan dan 
penanganan kesehatan lingkungan; 

f. pelaksanaan program, pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, 
perlengkapan, surat-menyurat, rumah tangga dan ketatausahaan lainnya; 

g. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup tugasnya; 
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 

 
Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 
 

Pasal 10 
 

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari : 
a. Kepala Dinas. 
b. Sekretariat, terdiri dari : 

1. Subbagian Program dan Pelaporan; 
2. Subbagian Keuangan; 
3. Subbagian Umum. 

c. Bidang  Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :   
1. Seksi Kesehatan Dasar dan Institusi; 
2. Seksi Kefarmasian. 
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d. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari :   
1. Seksi Pengendalian Penyakit; 
2. Seksi Penyehatan Lingkungan.  

e. Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, terdiri 
dari : 
1. Seksi Pemberdayaan dan Promosi; 
2. Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. 

f. Bidang Gizi dan Kesehatan Keluarga, terdiri dari : 
1. Seksi Gizi; 
2. Seksi Kesehatan Keluarga. 

g. UPTD. 
h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud  pada ayat (1), dipimpin oleh seorang 
Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 
Dinas Kesehatan. 

(3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab 
kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris. 

(4) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin 
oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

(5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Kepala Bidang masing-masing 

(6) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan 
Daerah ini. 

 
BAB V 

DINSOSNAKERTRAN  
 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi 

 

Pasal 11 
 

DINSOSNAKERTRAN merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang 
sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas 
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA. 

 
Pasal 12 

 

DINSOSNAKERTRAN mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah dibidang Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi 
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. 
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Pasal 13 
 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12,  
DINSOSNAKERTRAN mempunyai fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis dibidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 
b. penetapan  kebijakan teknis dibidang Sosial, Tenaga Kerja, dan  Transmigrasi; 
c. perumusan rencana pengembangan dan penetapan program kerja dibidang 

Sosial, Tenaga Kerja,  dan Transmigrasi;  
d. pelaksanaan program kerja dibidang Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;  
e. pemberian perizinan atau rekomendasi perizinan dibidang Sosial, Tenaga 

Kerja dan  Transmigrasi;  
f. pelaksanaan pelayanan umum dibidang Sosial, Tenaga Kerja, dan  

Transmigrasi;  
g. pembinaan pelaksanaan tugas dibidang Sosial, Tenaga Kerja, dan  

Transmigrasi;  
h. penyuluhan dibidang Sosial, Tenaga Kerja, dan  Transmigrasi;  
i. pengawasan dan pengendalian teknis dibidang Sosial, Tenaga Kerja, dan  

Transmigrasi; 
j. pelaksanaan program, pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, 

perlengkapan, surat-menyurat, rumah tangga dan ketatausahaan lainnya; 
k. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup tugasnya;  
l. pelaksanaan tugas lain  yang diberikan oleh Bupati. 

 
Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 
 

Pasal 14 
 

(1) Susunan Organisasi DINSOSNAKERTRAN, terdiri dari : 
a. Kepala Dinas. 
b. Sekretariat, terdiri dari : 

1. Subbagian Program dan Pelaporan; 
2. Subbagian Keuangan; 
3. Subbagian Umum. 

c. Bidang Sosial, terdiri dari : 
1. Seksi Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial; 
2. Seksi Asistensi Sosial. 

d. Bidang  Hubungan dan Perlindungan Tenaga Kerja, terdiri dari : 
1. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja; 
2. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja. 

e. Bidang  Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi,                   terdiri 
dari: 
1. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja; 
2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja; 
3. Seksi Transmigrasi. 
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f. UPTD; 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud  pada ayat (1), dipimpin oleh seorang 
Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 
DINSOSNAKERTRAN. 

(3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Kepala DINSOSNAKERTRAN melalui Sekretaris. 

(4) Masing-masing Subbagian sebagiamana dimaksud pada ayat (1), dipimpin 
oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

(5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Kepala Bidang masing-masing. 

(6) Bagan  Organisasi DINSOSNAKERTRAN sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan 
Daerah ini. 

BAB  VI 
DINPENDUKCAPIL 

 

Bagian  Kesatu 
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 

 

Pasal  15 
 

DINPENDUKCAPIL merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang 
melaksanakan tugas dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin 
oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati 
melalui SEKDA 

 
Pasal 16 

 
DINPENDUKCAPIL mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah  dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan 
kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. 

 
Pasal  17 

 
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, 
DINPENDUKCAPIL mempunyai fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 
b. penetapan  kebijakan teknis dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 
c. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, 

pembinaan dan pengawasan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;  
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d. pelaksanaan program kerja dibidang  Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;  
e. pemberian perizinan atau rekomendasi perizinan dibidang Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil; 
f. pelaksanaan pelayanan umum dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;  
g. pembinaan pelaksanaan tugas dibidang  Kependudukan dan Pencatatan Sipil;  
h. penyuluhan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;  
i. pengawasan dan pengendalian teknis dibidang Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil; 
j. pelaksanaan program, pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, 

perlengkapan, surat-menyurat, rumah tangga dan ketatausahaan lainnya; 
k. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup tugasnya;  
l. pelaksanaan tugas lain  yang diberikan oleh Bupati. 

 
Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 
 

Pasal  18 
 

(1) Susunan Organisasi DINPENDUKCAPIL, terdiri dari : 
a. Kepala Dinas. 
b. Sekretariat, terdiri dari : 

1. Subbagian Program dan Pelaporan; 
2. Subbagian Keuangan; 
3. Subbagian Umum. 

c. Bidang Kependudukan,  terdiri dari : 
1. Seksi Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk; 
2. Seksi Data dan Informasi Kependudukan. 

d. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari : 
1. Seksi Akta Pencatatan Sipil; 
2. Seksi Informasi dan Dokumentasi  Pencatatan Sipil. 

e. UPTD; 
f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang 
Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala  
DINPENDUKCAPIL. 

(3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Kepala DINPENDUKCAPIL melalui Sekretaris. 

(4) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin 
oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

(5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dipimpin oleh 
seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 
Kepala Bidang masing-masing. 
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(6) Bagan Organisasi DINPENDUKCAPIL  sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan 
Daerah ini. 

BAB VII 
DINHUBKOMINFO 

 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 

 

Pasal 19 
 

DINHUBKOMINFO merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang 
melaksanakan tugas   dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang 
dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Bupati melalui SEKDA. 

 
Pasal  20 

 

DINHUBKOMINFO mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. 
 

Pasal  21 
 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, 
DINHUBKOMINFO mempunyai fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis dibidang Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika; 
b. perumusan rencana pengembangan dan penetapan program kerja dibidang 

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;  
c. pelaksanaan program kerja dibidang Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika;  
d. pemberian perizinan atau rekomendasi perizinan dibidang Perhubungan, 

Komunikasi dan Informatika; 
e. pelaksanaan pelayanan umum dibidang Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika; 
f. pembinaan pelaksanaan tugas dibidang Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika; 
g. penyuluhan dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 
h. pengawasan dan pengendalian teknis dibidang Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika; 
i. pembinaan, pengembangan, pengawasan, pemberian izin dan/atau 

rekomendasi perizinan   dibidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika; 
j. pelaksanaan program, pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, 

perlengkapan, surat-menyurat, rumah tangga dan ketatausahaan lainnya; 
k. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup tugasnya;  
l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 
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Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

 

Pasal  22 
 

(1) Susunan Organisasi DINHUBKOMINFO, terdiri dari : 
a. Kepala Dinas. 
b. Sekretariat, terdiri dari : 

1. Subbagian Program dan Pelaporan; 
2. Subbagian Keuangan; 
3. Subbagian Umum. 

c. Bidang Lalu Lintas,  terdiri dari : 
1. Seksi Manajemen Lalu-lintas; 
2. Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas 

d..  Bidang Angkutan, terdiri dari : 
1. Seksi Manajemen Angkutan Umum; 
2. Seksi Pengendalian dan Penertiban Angkutan. 

e. Bidang Komunikasi dan Informatika , terdiri dari :  
1. Seksi Pos, Telekomunikasi dan Aplikasi Telematika; 
2. Seksi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi. 

f.    UPTD; 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang 
Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 
DINHUBKOMINFO.  

(3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Kepala DINHUBKOMINFO melalui Sekretaris. 

(4) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin 
oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan  
bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

(5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dipimpin oleh 
seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Kepala Bidang masing-masing. 

(6) Bagan Organisasi DINHUBKOMINFO sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan 
Daerah ini. 

BAB VIII 
DPU 

 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 

 

Pasal  23 
DPU merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas 
dibidang Ciptakarya dan Tata Ruang, Perumahan, Permukiman, Pengairan, Bina 
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Marga, Kebersihan dan Energi dan Sumber Daya Mineral yang dipimpin oleh 
seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Bupati melalui SEKDA. 

 
Pasal 24 

 

DPU mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah dibidang Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Perumahan, Permukiman, 
Pengairan, Bina Marga, Kebersihan dan Energi dan Sumber Daya Mineral 
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. 

 
Pasal  25 

 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, DPU 
mempunyai fungsi:  
a. perumusan, perencanaan kebijakan teknis pembangunan, pengelolaan 

pekerjaan Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Perumahan, Permukiman, 
Pengairan, Bina Marga, Energi dan Sumber Daya Mineral; 

b. pemberian bimbingan serta rekomendasi perizinan Cipta Karya, Tata Ruang, 
Pertanahan, Perumahan, Permukiman,  Pengairan, Bina Marga, Energi dan 
Sumber  Daya Mineral; 

c. melaksanakan kebijakan teknis, pengawasan dan pengendalian dibidang 
Pembangunan Kebinamargaan, Tataruang, Pertanahan, Perumahan, 
Permukiman, Pengairan, Pertambangan dan Energi dan Sumber Daya 
Mineral; 

d. pelaksanaan kebijakan teknis, pengawasan dan pengendalian dibidang 
pembangunan keciptakaryaan, pertanahan dan ketata ruangan, pengairan, 
kebinamargaan, energi dan sumber daya mineral; 

e. pelaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, 
surat-menyurat, rumah tangga, evaluasi dan pelaporan serta urusan 
ketatausahaan lainnya; 

f. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup tugasnya;  
g. pelaksanaan tugas lain  yang diberikan  oleh Bupati. 

 
Bagian Kedua  

Susunan Organisasi 
 

Pasal  26 
 

(1) Susunan Organisasi DPU, terdiri dari: 
a. Kepala Dinas. 
b. Sekretariat, terdiri dari : 

1. Subbagian  Program dan Pelaporan; 
2. Subbagian Keuangan; 
3. Subbagian Umum. 

c. Bidang Ciptakarya dan Tata Ruang, terdiri dari  : 
1. Seksi Prasarana dan Penyehatan Lingkungan; 
2. Seksi Tata Ruang  dan Pertanahan. 
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d. Bidang  Pengairan, terdiri dari : 
1. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air; 
2. Seksi Prasarana Pengairan. 

e. Bidang Bina Marga, terdiri dari : 
1. Seksi Prasarana Jalan; 
2. Seksi Prasarana Jembatan. 

f. Bidang Kebersihan, terdiri dari : 
1. Seksi Pengelolaan Sampah;  
2. Seksi Pertamanan. 

g. Bidang Energi,  Sumber Daya Mineral, terdiri dari : 
1. Seksi Geologi dan Mineral; 
2. Seksi Pemanfaatan Energi. 

h. UPTD; 
i. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang 

Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 
DPU 

(3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Kepala DPU melalui Sekretaris.  

(4) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin 
oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

(5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Kepala Bidang masing-masing. 

(6) Bagan Organisasi DPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. 

 
BAB  IX 

DINPERINDAGKOP  
 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 

 
Pasal 27 

 
DINPERINDAGKOP merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang  
melaksanakan tugas dibidang perindustrian,  perdagangan, koperasi, usaha mikro, 
kecil dan menengah yang dipimpin oleh seorang Kepala DINPERINDAGKOP yang 
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA. 
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Pasal 28 
 

DINPERINDAGKOP mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan 
urusan  Pemerintahan Daerah dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi, 
usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh 
Bupati.  

 
Pasal 29 

 
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 28, 
DINPERINDAGKOP  mempunyai fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis dibidang Perindustrian,  Perdagangan, Koperasi, 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;  
b. perumusan rencana pengembangan dan penetapan program kerja dibidang 

Perindustrian,  Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;  
c. pelaksanaan program kerja dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;  
d. perencanaan dan perumusan kebijakan teknis Pembinaan Sarana dan 

Prasarana Perdagangan serta Manajemen Peredaran Barang dan Jasa;  
e. pemberian perizinan atau rekomendasi perizinan dibidang Perindustrian,  

Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;  
f. pelaksanaan pelayanan umum dibidang Perindustrian, Perdagangan, 

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;  
g. pembinaan pelaksanaan tugas dibidang Perindustrian, Perdagangan, 

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 
h. penyuluhan dibidang Perindustrian,  Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah;  
i. pengawasan dan pengendalian teknis dibidang Perindustrian,  Perdagangan, 

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 
j. pelaksanaan optimalisasi fungsi pasar dalam rangka meningkatkan 

pendapatan daerah; 
k. pelaksanaan program, pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, 

perlengkapan, surat-menyurat, rumah tangga dan ketatausahaan lainnya; 
l. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup tugasnya; 
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 

 
 Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 
 

Pasal 30 
 

(1) Susunan Organisasi DINPERINDAGKOP, terdiri dari: 
a. Kepala Dinas. 
b. Sekretariat, terdiri dari: 

1. Subbgian Program dan Pelaporan; 
2. Subbagian Keuangan; 
3. Subbagian Umum. 
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c.  Bidang Perindustrian, terdiri dari: 
1.  Seksi Industri Agro; 
2. Seksi Industri Non Agro. 

d.  Bidang  Perdagangan, terdiri dari: 
1. Seksi Bina Usaha dan Pengembangan Ekspor; 
2. Seksi Bina Pasar dan Informasi; 
3. Seksi Distribusi dan Pengawasan. 

e.  Bidang  Koperasi, terdiri dari: 
1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan; 
2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan. 

f.  Bidang  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari: 
1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan; 
2. Seksi Kemitraan dan Promosi. 

g. UPTD. 
h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud  pada ayat (1), dipimpin oleh seorang 
Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 
DINPERINDAGKOP. 

(3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Kepala  DINPERINDAGKOP melalui Sekretaris. 

(4) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin 
oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Sekretaris. 

(5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Kepala Bidang masing-masing. 

(6) Bagan Organisasi DINPERINDAGKOP sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan 
Daerah ini. 

 
BAB X 

DINBUDPARPORA 
 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi 

 
Pasal 31 

 
DINBUDPARPORA merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang 
melaksanakan tugas di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga 
yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA. 
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Pasal 32 
 

DINBUDPARPORA mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah  dibidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. 
 

Pasal 33 
 
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, 
DINBUDPARPORA, mempunyai fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis dibidang Kebudayaan, Kepariwisataan, Pemuda 

dan Olah Raga; 
b. perumusan rencana pengembangan dan penetapan program kerja dibidang 

Kebudayaan, Kepariwisataan, Pemuda dan Olah Raga; 
c. pelaksanaan program kerja dibidang Kebudayaan, Kepariwisataan, Pemuda 

dan Olah Raga;  
d. pemberian perizinan atau rekomendasi perizinan dibidang Kebudayaan, 

Kepariwisataan, Pemuda dan Olah Raga; 
e. pelaksanaan pelayanan umum dibidang Kebudayaan, Kepariwisataan, 

Pemuda dan Olah Raga; 
f. pembinaan pelaksanaan tugas dibidang Kebudayaan, Kepariwisataan, 

Pemuda dan Olah Raga;. 
g. pemasaran dibidang Kebudayaan, Kepariwisataan, Pemuda dan Olah Raga;  
h. pengawasan dan pengendalian teknis dibidang Kebudayaan, Kepariwisataan, 

Pemuda dan Olah Raga; 
i. pembinaan, pengembangan, pengawasan, pemberian perizinan atau 

rekomendasi perizinan dibidang Kebudayaan, Kepariwisataan, Pemuda dan 
Olah Raga; 

j. pelaksanaan program, pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, 
perlengkapan, surat-menyurat, rumah tangga dan ketatausahaan lainnya; 

k. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup tugasnya;  
l. pelaksanaan tugas lain  yang diberikan oleh Bupati. 

 
Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 
 

Pasal  34 
 

(1) Susunan Organisasi DINBUDPARPORA, terdiri dari : 
a. Kepala Dinas. 
b. Sekretariat, terdiri dari : 

1. Subbagian Program dan Pelaporan;  
2. Subbagian Keuangan; 
3. Subbagian Umum. 

c. Bidang  Kebudayaan, terdiri dari: 
1. Seksi Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan;  
2. Seksi Sejarah, Museum dan Kepurbakalaan. 
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d. Bidang Pariwisata, terdiri dari: 
1. Seksi Pengembangan dan Promosi Pariwisata; 
2. Seksi Sarana dan Prasarana Wisata. 

e. Bidang Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari: 
1. Seksi  Kepemudaan; 
2. Seksi  Keolahragaan. 

f. UPTD. 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) dipimpin oleh seorang 

Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala  
DINBUDPARPORA.  

(3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Kepala DINBUDPARPORA melalui Sekretaris.  

(4) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin 
oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

(5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Kepala Bidang masing-masing. 

(6) Bagan Organisasi DINBUDPARPORA sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran VIII,      yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan 
Peraturan Daerah ini.   

 
BAB XI 

DPPKAD 
 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi 

 
Pasal 35 

 
DPPKAD merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan 
tugas dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin 
oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 
Bupati melalui SEKDA. 
 

Pasal 36 
 
DPPKAD mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan urusan 
Pemerintahan Daerah dibidang  Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. 
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Pasal 37 
 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, 
DPPKAD mempunyai fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah; 
b. perumusan rencana pengembangan dan penetapan program kerja dibidang 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 
c. pelaksanaan program kerja dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah; 
d. penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
e. penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah; 
f. penelitian dan pengesahan dokumen anggaran;  
g. pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
h. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis sistem penerimaan dan pengeluaran 

kas daerah;    
i. pelaksanaan pengelolaan kas daerah; 
j. pemungutan pajak daerah; 
k. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran 

kas daerah; 
l. pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah yang melalui Bank dan/atau lembaga 
keuangan lainnya yang ditunjuk; 

m. pelaksanaan  pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna 
anggaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

n. pengaturan anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

o. pengelolaan utang dan piutang daerah; 
p. pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; 
q. pelaksanaan penyajian informasi keuangan daerah; 
r. pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan serta penghapusan barang milik 

daerah; 
s. pelaksanaan koordinasi pemungutan penerimaan daerah; 
t. perumusan kebijakan dibidang perpajakan dan retribusi daerah; 
u. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup tugasnya; 
v. pelaksanaan program, pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, 

perlengkapan, surat-menyurat, rumah tangga dan ketatausahaan; 
w. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 

 
Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 
 

Pasal 38 
 

(1) Susunan Organisasi DPPKAD, terdiri dari : 
a. Kepala Dinas. 
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b. Sekretariat, terdiri dari : 
1. Subbagian Program dan Pelaporan ; 
2. Subbagian Keuangan ; 
3. Subbagian Umum. 

c. Bidang  Pendapatan, terdiri dari : 
1. Seksi Pajak Bumi dan Bangunan dan  Bea Perolehan Hak 

AtasTanah dan Bangunan; 
2. Seksi  Pendapatan Daerah Lainnya. 

d. Bidang  Anggaran dan Perimbangan Keuangan,  terdiri dari : 
1. Seksi Anggaran; 
2. Seksi Perimbangan Keuangan. 

e. Bidang   Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri dari: 
1. Seksi Perbendaharaan; 
2. Seksi Kas Daerah. 
3. Seksi Akuntasi 

f. Bidang  Aset, terdiri dari: 
1. Seksi  Penatausahaan Aset ; 
2. Seksi Pemanfaatan dan Penghapusan Aset ; 

g. UPTD. 
h. Kelompok Jabatan Fungsional. 
 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud  pada ayat (1), dipimpin oleh seorang 
Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 
DPPKAD. 

(3)  Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Kepala DPPKAD melalui Sekretaris. 

(4) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin 
oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

(5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Kepala Bidang masing-masing. 

(6) Bagan Organisasi DPPKAD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. 

 
BAB XII 

DINTANBUNHUT 
 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi 

 

Pasal 39 
 

DINTANBUNHUT merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang 
melaksanakan tugas di bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan yang 
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dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Bupati melalui SEKDA. 

 
Pasal 40 

 
DINTANBUNHUT mempunyai tugas pokok melaksanakan  penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah di bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. 

 
Pasal 41 

 
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, 
DINTANBUNHUT, mempunyai fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis dibidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, 

Perkebunan dan Kehutanan;  
b. perumusan rencana pengembangan dan penetapan program kerja dibidang 

Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan;  
c. pelaksanaan program kerja dibidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, 

Perkebunan dan Kehutanan;  
d. pemberian perizinan atau rekomendasi perizinan dibidang Tanaman Pangan 

dan Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan;  
e. pelaksanaan pelayanan umum dibidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, 

Perkebunan dan Kehutanan;  
f. pembinaan pelaksanaan tugas dibidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, 

Perkebunan dan Kehutanan;  
g. pengawasan dan pengendalian teknis dibidang Tanaman Pangan dan 

Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan;  
h. pelaksanaan pengkajian, penerapan teknologi anjuran ditingkat usaha tani 

dibidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan;  
i. pembinaan dan pengembangan agribisnis; 
j. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup tugasnya; 
k. pelaksanaan program, pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, 

perlengkapan, surat-menyurat, rumah tangga dan ketatausahaan lainnya; 
l. pelaksanaan tugas lain  yang diberikan oleh Bupati. 

 
Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 
 

Pasal 42 
 

(1) Susunan Organisasi DINTANBUNHUT, terdiri dari : 
a. Kepala Dinas. 
b. Sekretariat, terdiri dari : 

1. Subbagian Program dan Pelaporan; 
2. Subbagian Keuangan; 
3. Subbagian Umum. 
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c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari: 

1. Seksi Produksi Tanaman Pangan; 
2. Seksi Usaha Tani dan Pengelolaan Hasil Tanaman Pangan dan 

Hortikultura. 
d. Bidang  Perkebunan, terdiri dari: 

1. Seksi Produksi Perkebunan;  
2. Seksi Usaha Tani dan Pengelolaan Hasil Perkebunan. 

e. Bidang Kehutanan, terdiri dari : 
1. Seksi Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan; 
2. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Hutan. 

f. UPTD. 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud  pada ayat (1), dipimpin oleh seorang 

Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 
DINTANBUNHUT. 

(3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Kepala DINTANBUNHUT melalui Sekretaris. 

(4) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin 
oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

(5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Kepala Bidang masing-masing. 

(6) Bagan Organisasi DINTANBUNHUT sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan 
Daerah ini. 

BAB XIII 
DINNAKAN  

 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi 

 

Pasal 43 
 

DINNAKAN merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan 
tugas di bidang peternakan dan perikanan,  dipimpin oleh seorang Kepala Dinas 
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA. 

 
Pasal  44 

 

DINNAKAN mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan urusan 
pemerintahan daerah di bidang peternakan dan perikanan berdasarkan kebijakan 
yang ditetapkan oleh Bupati. 
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Pasal   45 
 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, 
DINNAKAN mempunyai fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis dibidang Peternakan dan Perikanan; 
b. perumusan rencana pengembangan dan penetapan program kerja dibidang 

Peternakan dan Perikanan; 
c. pelaksanaan program kerja dibidang Peternakan dan Perikanan; 
d. pemberian perizinan atau rekomendasi perizinan dibidang Peternakan dan 

Perikanan; 
e. pelaksanaan pelayanan umum dibidang Peternakan dan Perikanan; 
f. pembinaan pelaksanaan tugas dibidang Peternakan dan Perikanan;  
g. pengawasan dan pengendalian teknis dibidang Peternakan dan Perikanan; 
h. pelaksanaan pengkajian, penerapan teknologi anjuran ditingkat usaha tani 

dibidang Peternakan dan Perikanan; 
i. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup tugasnya; 
j. pelaksanaan program, pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, 

perlengkapan, surat-menyurat, rumah tangga dan ketatausahaan lainnya; 
k. pelaksanaan tugas lain  yang diberikan oleh Bupati. 

 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

 

Pasal  46 
 

(1) Susunan Organisasi DINNAKAN, terdiri dari : 
a. Kepala Dinas. 
b. Sekretariat, terdiri dari : 

1. Subbagian Program dan Pelaporan.; 
2. Subbagian Keuangan; 
3. Subbagian Umum. 

c. Bidang Peternakan, terdiri dari: 
1. Seksi Produksi dan Sumberdaya Peternakan; 
2. Seksi Pengembangan Usaha Peternakan; 
3. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner  

d. Bidang  Perikanan, terdiri dari: 
1. Seksi Pengembangan Produksi;  
2. Seksi Pengembangan Sumber Hayati Perikanan;  
3. Seksi Pengembangan Manajemen Usaha Perikanan. 

e. UPTD. 
f. Kelompok Jabatan Fungsional 
 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud  pada ayat (1), dipimpin oleh seorang 
Sekretaris  yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 
DINNAKAN. 

(3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Kepala DINNAKAN melalui Sekretaris. 
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(4) Masing-masing Subbagian sebagiamana dimaksud pada ayat (1), dipimpin 
oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

(5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 
Bidang masing-masing. 

(6) Bagan Organisasi DINNAKAN sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. 

 
BAB XIV 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 
 

Pasal  47 
 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 
10, Pasal 14, Pasal 18, Pasal 22, Pasal 26, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 38. 
Pasal 42 dan Pasal 46, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
Dinas yang bersifat teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri 
dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang fungsional yang terbagi 
dalam kelompok sesuai bidang keahlian dan atau ketrampilannya. 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.  

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 
ayat (3), dikoordinasikan oleh Kepala Dinas atau Kepala Bidang. 

(5) Jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
BAB XV 
UPTD 

 

Pasal  48 
 

(1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang 
Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan. 
 

(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala 
UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.  

 
Pasal 49 

 

Pembentukan  Organisasi dan Tata Kerja UPTD  pada Dinas diatur oleh Bupati. 
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BAB XVI 
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

 

Pasal  50 
 

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi  Dinas-Dinas Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2  diatur dengan Peraturan Bupati. 

 
BAB XVII 

TATA KERJA 
 

Pasal 51 
 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap unsur pimpinan Dinas Daerah dan 
kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi 
dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar 
satuan organisasi di lingkungan dinas-dinas daerah serta dengan instansi 
lain di luar dinas-dinas daerah sesuai dengan tugas masing-masing. 

(2) Setiap unsur pimpinan dalam Dinas Daerah wajib mengawasi bawahannya 
masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-
langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Setiap unsur pimpinan dalam Dinas Daerah bertanggung jawab, wajib 
memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan 
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. 

(4)  Setiap unsur pimpinan dalam Dinas Daerah wajib mengikuti dan mematuhi 
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing 
dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya. 

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya diolah dan 
dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan 
untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. 

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan 
laporan  disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional 
mempunyai hubungan kerja. 

(7) Dalam pelaksanaan tugas setiap unsur pimpinan Dinas Daerah, dalam 
rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing 
diselenggarakan rapat secara berkala. 

 
BAB XVIII 

KEPEGAWAIAN 
 

Pasal 52 
 

(1) Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional pada Dinas Daerah diangkat dan 
diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
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(2) Jenjang pangkat pada Dinas Daerah diatur sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
BAB XIX 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal  53 
 

(1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pejabat yang lama tetap 
menduduki jabatan sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru. 

(2) Pelantikan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
paling lambat bulan Maret 2011. 

BAB XX 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 54 
 

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah 
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kabupaten  Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 
2008  Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

(2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi dinas daerah wajib 
mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan           
Daerah ini. 

 
Pasal 55 

 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai 
pelaksanaannya diatur oleh BupatI. 
 

Pasal  56 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Purbalingga. 
 

Diundangkan dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Purbalingga 

Nomor 13 Tanggal 18 Desember 2010 
 

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA 

 

cap. ttd 
 

S U B E N O 
 

Ditetapkan di Purbalingga 
pada tanggal 13 Desember 2010 

 
BUPATI PURBALINGGA, 

 

cap. ttd 
 

HERU SUDJATMOKO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 

 
246

PENJELASAN 
 

ATAS 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 
 

NOMOR  13  TAHUN 2010  
 

TENTANG 
 

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  DAERAH 
KABUPATEN PURBALINGGA 

 
I. PENJELASAN UMUM 

 
Dalam upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas serta 

dalam rangka merespon dinamika perkembangan masyarakat dan 
penyelenggaraan pemerintahan, dan dengan mendasarkan ketentuan 
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah, maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang organisasi 
dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu dievaluasi.   

Kelembagaan daerah merupakan suatu instrumen yang didesain 
untuk mencapai visi/misi Pemerintahan. Sebagai suatu instrumen, maka 
kelembagaan daerah haruslah sesuai dengan kebutuhan yang mendasarkan 
pada  tujuan orgnanisai yang ingin dicapai. Organisasi pemerintah daerah 
idealnya dirancang tidak terlalu besar, ramping tapi mampu bergerak dan 
beradaptasi dengan cepat. Azas kesatuan tujuan, kesatuan komando, 
pembagian habis pekerjaan, kejelasan hirarkhi (rentang kendali) diharapkan 
dapat menjamin tercapainya visi/misi organisasi secara efisien, efektif, 
akuntabel dalam melayani masyarakat, menyelenggarakan tugas 
pembangunan. 

Implikasi dari restrukturisasi kelembagaan Perangkat Daerah 
Daerah dimungkinkan terjadi penggabungan organisasi, pengembangan 
organisasi bahkan justru organisasi itu sendiri dihilangkan. Hal ini telah 
menjadi keharusan agar supaya kinerja Pemerintah Daerah dapat terus 
ditingkatkan sesuai dengan tingkat espektasi masyarakat  yang dilayani. 

Struktur organisasi digambarkan dalam peta atau skema organisasi 
(organigramme, organization chart).  Skema organisasi memberi gambaran 
mengenai keseluruhan kegiatan serta proses yang terjadi pada suatu 
organisasi agar dapat  memberi gambaran mengenai pembagian tugas-
tugas serta tanggung jawab kepada individu maupun bagian-bagian pada 
suatu organisasi, memberi gambaran mengenai hubungan  pelaporan yang 
ditetapkan secara resmi dalam suatu organisas, menetapkan 
pengelompokkan individu menjadi bagian dari organisasi, dan 
pengelompokkan bagian tersebut menjadi bagian dari suatu organisasi yang 
utuh dan menetapkan sistem hubungan dalam organisasi, yang 
memungkinkan tercapainya komunikasi, koordinasi dan pengintegrasian 
segenap kegiatan suatu organisasi, baik kearah vertikal maupun horizontal. 
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Untuk mendapatkan struktur organisasi seperti tersebut di atas maka 
dilakukan evaluasi kelembagaan dengan menggunakan instrument Analisis 
Beban Kerja. 

Berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan pemerintah daerah maka 
diperoleh restrukturisasi organisasi dinas-dinas daerah sebagai berikut: 
a. Dinas Perhubungan, Komunikasi  dan Informatika mendapatkan 

pengalihan fungsi Bagian Pengelolaan Data dan Elektronik Setda;. 
b. Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 

untuk mengoptimalkan fungsi Bidang Aset maka Seksi Akuntansi yang 
semula di Bidang  Aset dipindah ke Bidang Akuntansi, Perbendaharaan 
dan Kas Daerah. 

Dalam Penataan Organisasi Perangkat Daerah sesuai hasil evaluasi, 
selain berpedoman pada Peraturan Pemerintah  Nomor 41 Tahun 2007 juga 
berpedoman Peraturan Menteri Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang 
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. 

 
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1  : Cukup Jelas 

Pasal 2 : Cukup Jelas 

Pasal 3 : Cukup jelas. 

Pasal 4 : Cukup jelas. 

Pasal 5 : Cukup jelas. 

Pasal 6 : Cukup jelas. 

Pasal 7 : Cukup jelas. 

Pasal 8 : Cukup jelas. 

Pasal 9 : Cukup jelas. 

Pasal 10 : Cukup jelas. 

Pasal 11 : Cukup jelas. 

Pasal 12 : Cukup jelas 

Pasal 13 : Cukup jelas 

Pasal 14 : Cukup jelas 

Pasal 15 : Cukup jelas 

Pasal 16 : Cukup jelas 

Pasal 17 : Cukup jelas 

Pasal 18 : Cukup jelas 

Pasal 19 : Cukup jelas 

Pasal 20 : Cukup jelas 

Pasal 21 : Cukup jelas 

Pasal 22 : Cukup jelas 
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Pasal 23 : Cukup jelas 

Pasal 24 : Cukup jelas 

Pasal 25 : Cukup jelas 

Pasal 26 : Cukup jelas 

Pasal 27 : Cukup jelas 

Pasal 28 : Cukup jelas 

Pasal 29 : Cukup jelas 

Pasal 30 : Cukup jelas 

Pasal 31 : Cukup jelas 

Pasal 32 : Cukup jelas 

Pasal 33 : Cukup jelas 

Pasal 34 : Cukup jelas 

Pasal 35 : Cukup jelas 

Pasal 36 : Cukup jelas 

Pasal 37 : Cukup jelas 

Pasal 38 : Cukup jelas 

Pasal 39 : Cukup jelas 

Pasal 40 : Cukup jelas 

Pasal 41 : Cukup jelas 

Pasal 42 : Cukup jelas 

Pasal 43 : Cukup jelas 

Pasal 44 : Cukup jelas 

Pasal 45 : Cukup jelas 

Pasal 46 : Cukup jelas 

Pasal 47 : Cukup jelas 

Pasal 48 : Cukup jelas 

Pasal 49 : Cukup jelas 

Pasal 50 : Cukup jelas 

Pasal 51 : Cukup jelas 

Pasal 52 : Cukup jelas 

Pasal 53 : Cukup jelas 

Pasal 54 : Cukup jelas 

Pasal 55 : Cukup jelas 

Pasal 56 : Cukup jelas 

 



Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 

 
249

 
 



 

 
 

1

 LAMPIRAN  I PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 
                      NOMOR     
                      TANGGAL  
 

                    BAGAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BUPATI PURBALINGGA, 
 
 

HERU SUDJATMOKO 

 

KEPALA DINAS 

 

SUBBAG.  

UMUM 

 

SEKRETARIAT 

BIDANG 

PENDIDIKAN DASAR 

 
 

BIDANG 

TENAGA PENDIDIDIK DAN 

KEPENDIDIKAN 

 

SEKSI  

KURIKULUM PENDIDIKAN DASAR 

 

SEKSI  

KESISWAAN PENDIDIKAN DASAR 

 
 

SEKSI  

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 
 
 

SEKSI 

PENDIDIKAN NON FORMAL 

SEKSI  

SARANA DAN PRASARANA  

PENDIDIKAN DASAR 

SEKSI  

TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN 

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN 

NON FORMAL  

SEKSI  

TENAGA PENDIDIK DAN 

KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR  

  

 

UPTD  

SUBBAG.  

KEUANGAN 
 

 

SUBBAG.  

PROGRAM DAN  

PELAPORAN 
 

SEKSI  

TENAGA PENDIDIK DAN 

KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN 

MENENGAH 

BIDANG 

PENDIDIKAN MENENGAH 

 

SEKSI  

KURIKULUM PENDIDIKAN 

MENENGAH 

 

SEKSI 

KESISWAAN PENDIDIKAN 

MENENGAH 

 

 SEKSI  

SARANA DAN PRASARANA  

PENDIDIKAN MENENGAH. 

KELOMPOK JABATAN  

FUNGSIONAL BIDANG 

PAUD DAN PENDIDIKAN  

NON FORMAL 
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                               LAMPIRAN  II  PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 
                              NOMOR     

                               TANGGAL  
 

                               BAGAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BUPATI PURBALINGGA, 
 
 
 

       HERU SUDJATMOKO 

 

KEPALA DINAS 

SEKRETARIAT 

BIDANG  

PEMBERDAYAAN DAN JAMINAN 

PEMELIHARAAN KESEHATAN 

 

SEKSI  

PEMBERDAYAAN  DAN PROMOSI 

SUBBAG. 

UMUM 

 

SUBBAG. 

 PROGRAM DAN  

PELAPORAN 

BIDANG  

PENGENDALIAN PENYAKIT DAN 

PENYEHATAN LINGKUNGAN 

 

SEKSI  

PENGENDALIAN PENYAKIT   

SEKSI 

PENYEHATAN  LINGKUNGAN 

SEKSI 

 KEFARMASIAN 

BIDANG 

PELAYANAN  KESEHATAN 

SEKSI 

KESEHATAN DASAR DAN INSTITUSI  

SUBBAG.  

KEUANGAN  

SEKSI  

JAMINAN PEMELIHARAAN 

KESEHATAN 

BIDANG  

GIZI DAN KESEHATAN 

KELUARGA  

SEKSI  

GIZI  

SEKSI  

KESEHATAN KELUARGA 

U P T D 

KELOMPOK JABATAN  

FUNGSIONAL 
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LAMPIRAN  III PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 
  NOMOR     
  TANGGAL  

 
                                            BAGAN ORGANISASI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

BUPATI PURBALINGGA, 
 
 
 

    HERU SUDJATMOKO 

KELOMPOK JABATAN  

FUNGSIONAL 

 

KEPALA DINAS 

 

SEKRETARIAT 

SUBBAG. 

 PROGRAM DAN  

PELAPORAN 

 

SUBBAG.  

UMUM 

  

BIDANG  

PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN 

TRANSMIGRASI 

SEKSI  

PELATIHAN TENAGA KERJA 

 

SEKSI 

 PENEMPATAN TENAGA KERJA 
SEKSI  

ASISTENSI SOSIAL 

BIDANG  

SOSIAL  

SEKSI  

BIMBINGAN DAN REHABILITASI 

SOSIAL 

SUBBAG.  

KEUANGAN  

BIDANG 

HUBUNGAN DAN PERLINDUNGAN 

TENAGA KERJA 

SEKSI  

HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN 

SYARAT KERJA 

SEKSI  

PENGAWASAN  DAN 

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA  

U P T D 

SEKSI 

 TRANSMIGRASI 
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LAMPIRAN  IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 
NOMOR     
TANGGAL  

 

                                               BAGAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BUPATI PURBALINGGA, 

 
 
 

HERU SUDJATMOKO 

 

KEPALA DINAS 

SUBBAG.  

UMUM 

 
 

SEKRETARIAT 

BIDANG 

KEPENDUDUKAN 

 

SEKSI  

PENDAFTARAN DAN PENCATATAN 

PENDUDUK 

SEKSI  

DATA  DAN INFORMASI 

KEPENDUDUKAN 

 

SUBBAG.  

KEUANGAN 

SUBBAG.  

PROGRAM DAN 

PELAPORAN 

BIDANG 

PENCATATAN SIPIL 

 

SEKSI  

AKTA PENCATATAN SIPIL 

SEKSI  

INFORMASI  DAN DOKUMENTASI 

PENCATATAN SIPIL 

UPTD 
 

UPTD 

KELOMPOK JABATAN  

FUNGSIONAL 



 

 
 

5

LAMPIRAN  V PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 
NOMOR     

 TANGGAL  
 

                                                BAGAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUPATI PURBALINGGA,  
 
 
 

       HERU SUDJATMOKO 
 

 

KEPALA DINAS 

 

SEKRETARIAT 

SUBBAGIAN 

U M U M 

SUBBAGIAN 

PROGRAM DAN 

PELAPORAN 

BIDANG  

LALULINTAS 

 

SEKSI 

MANAJEMEN ANGKUTAN  UMUM 

SEKSI 

PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN 

ANGKUTAN 

U P T D 

BIDANG 

ANGKUTAN  

SEKSI 

MANAJEMEN LALU LINTAS 

SEKSI  

SARANA DAN PRASARANA LALU LINTAS 

 

U P T D 

SUBBAGIAN 

KEUANGAN 

SEKSI  

SARANA KOMUNIKASI DAN 

DISEMINASI INFORMASI 

 

KELOMPOK JABATAN  
FUNGSIONAL 

SEKSI  

POS, TELEKOMUNIKASI DAN 

APLIKASI TELEMATIKA  

 

BIDANG 

KOMUNIKASI DAN  INFORMATIKA  
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LAMPIRAN  VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 
 NOMOR     
 TANGGAL 
  

                 BAGAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
BUPATI PURBALINGGA,  

 
 
 

    HERU SUDJATMOKO 

 

KEPALA DINAS 

SEKRETARIAT 

SUBBAG. 

 PROGRAM DAN  

PELAPORAN 

U P T D 

SUBBAG. 

UMUM 
  

BIDANG  

PENGAIRAN 

SEKSI  

PENGELOLAAN SUMBER  

DAYA AIR 

SEKSI 

 PRASARANA PENGAIRAN 
SEKSI 

TATA RUANG DAN PERTANAHAN 

BIDANG 

CIPTAKARYA DAN TATA RUANG 

SEKSI  

PRASARANA DAN PENYEHATAN 

LINGKUNGAN 

SUBBAG.  

KEUANGAN  

BIDANG  

ENERGI DAN SUMBERDAYA 

MINERAL 

SEKSI  

GEOLOGI DAN MINERAL 

SEKSI  

PEMANFAATAN ENERGI 

U P T D 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 
BIDANG 

BINA MARGA 

SEKSI  

PRASARANA JALAN 

SEKSI 

PRASARANA  JEMBATAN 

BIDANG 

KEBERSIHAN 

SEKSI  

PENGELOLAAN SAMPAH 

SEKSI  

PERTAMANAN 
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LAMPIRAN  VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
 NOMOR                   
 TANGGAL    

 

BAGAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

BUPATI PURBALINGGA,  
 
 
 

HERU SUDJATMOKO 

 

KEPALA DINAS 
 

 

SEKRETARIAT 

 

SUBBAG.  

UMUM 

 

SEKSI  

BINA USAHA  & PENGEMBANGAN 

EKSPOR 

SEKSI  

INDUSTRI NON AGRO 

 

BIDANG  

PERINDUSTRIAN 

 

SUBBAG. 

PROGRAM DAN PELAPORAN  

BIDANG  

PERDAGANGAN 

SEKSI  

BINA PASAR DAN INFORMASI 

SEKSI 

INDUSTRI  AGRO  

 

 

SUBBAG.  

KEUANGAN 

 

 

UPTD 

 

SEKSI  

DISTRIBUSI DAN PENGAWASAN 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

BIDANG  

KOPERASI 

 

SEKSI 

PEMBINAAN DAN 

PENGEMBANGAN  

SEKSI  

PENGENDALIAN DAN  

PENGAWASAN  

BIDANG  

USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH 

SEKSI  

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN 

SEKSI 

KEMITRAAN DAN PROMOSI  
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LAMPIRAN  VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
 NOMOR                 
 TANGGAL  
 

 

                  BAGAN ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUPATI PURBALINGGA, 
 
 
 

HERU SUDJATMOKO 

KEPALA DINAS 

SEKRETARIS 

SUBBAGIAN 

U M U M 

SUBBAGIAN 

ROGRAM DAN 

PELAPORAN 

BIDANG  

KEBUDAYAAN 

SEKSI 

PENGEMBANGAN DAN PROMOSI 

PARIWISATA 

SEKSI  

SARANA DAN PRASARANA WISATA 

U P T D 

BIDANG  

PARIWISATA 

SEKSI 

PEMBINAAN KESENIAN DAN  

KEBUDAYAAN 

 

SEKSI 

SEJARAH, MUSEUM DAN 

KEPURBAKALAAN 

 
U P T D 

SUBBAGIAN 

KEUANGAN  

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 
BIDANG  

PEMUDA DAN OLAH RAGA 

SEKSI 

KEPEMUDAAN 

SEKSI 

KEOLAHRAGAAN 
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LAMPIRAN  IX  PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
   NOMOR                
   TANGGAL  

 

 BAGAN ORGANISASI  
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN  KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     BUPATI PURBALINGGA, 
 
 
 
     HERU SUDJATMOKO 

KEPALA DINAS 

SEKRETARIAT 

SUBBAGIAN 

PROGRAM DAN PELAPORAN 
SUBBAGIAN 

UMUM 

 

SEKSI  

AKUNTANSI 

BIDANG   

AKUNTANSI, PERBENDAHARAAN DAN 

KAS DAERAH 

SEKSI  

PERBENDAHARAAN  

BIDANG  

ANGGARAN DAN PERIMBANGAN 

KEUANGAN 

SEKSI  

ANGGARAN  

SEKSI  

PERIMBANGAN KEUANGAN 

 BIDANG  

ASET 

SEKSI  

PEMANFAATAN DAN 

PENGHAPUSAN ASET 

SEKSI  

PENATAUSAHAAN ASET 

 

 

SUBBAGIAN 

KEUANGAN 

 

 

U P T D 
 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

BIDANG  

PENDAPATAN  

SEKSI  

PBB DAN BPHTB 

SEKSI  

PENDAPATAN DAERAH LAINNYA 

SEKSI  

KAS DAERAH 
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LAMPIRAN  X PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
  NOMOR                  
  TANGGAL  

 
BAGAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUPATI PURBALINGGA, 
 
 
 

                HERU SUDJATMOKO 
 

KEPALA DINAS 

SUBBAG.  

KEUANGAN 

 

SEKRETARIAT 

BIDANG  

TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 
BIDANG  

KEHUTANAN 

SEKSI  

PRODUKSI TANAMAN PANGAN 

SEKSI  

USAHA TANI DAN PENGELOLAAN HASIL 

TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 

SEKSI  

PRODUKSI PERKEBUNAN 

SEKSI  

USAHA TANI DAN PENGELOLAAN 

HASIL PERKEBUNAN 

SEKSI  

PENGEMBANGAN ANEKA USAHA 

KEHUTANAN 

 

SEKSI  

REHABILITASI LAHAN DAN 

PERLINDUNGAN HUTAN 

SUBBAG 

UMUM 

BIDANG  

PERKEBUNAN 

 U P T D 

SUBBAG.  

PROGRAM DAN PELAPORAN 

 

KELOMPOK JABATAN  

FUNGSIONAL 
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LAMPIRAN  XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
 NOMOR              
 TANGGAL  

 

BAGAN ORGANISASI DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BUPATI PURBALINGGA, 

 
 
 

    HERU SUDJATMOKO 

 

KEPALA DINAS 

 

SEKRETARIAT 

SUBBAG 

 UMUM 

SEKSI 

 PRODUKSI  DAN SUMBER DAYA 

PETERNAKAN 

SEKSI  

PENGEMBANGAN SUMBER HAYATI 

PERIKANAN 

SEKSI  

PENGEMBANGAN USAHA 

PETERNAKAN 

 

BIDANG  

PETERNAKAN 

SUBBAG. 

 KEUANGAN 

 

SEKSI  

PENGEMBANGAN PRODUKSI 

 

UPTD 

BIDANG  

PERIKANAN 

 

SUBBAG. 

PROGRAM DAN PELAPORAN 

  

KELOMPOK JABATAN  

FUNGSIONAL 

SEKSI  

KESWAN KESMAVET 
SEKSI  

PENGEMBANGAN MANAJEMEN 

USAHA PERIKANAN 
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